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Fakta betapa hukum dan aturan perundang-undangan hanya mungkin 
dibaca, tapi tidak dihayati, apalagi ditaati, menjadi potret keseharian kita. Anehnya, 
bila yang melanggar hukum dari kalangan punggawa, hukum tak mempan 
menjeratnya. Sebaliknya, bila jelata yang melanggar, begitu sergap aparat hukum 
meringkusnya. 
Ihwal kesaktian hukum itu hanya terjadi pada kelompok lemah telah menjadi 
fakta telanjang. Beragam kasus besar di negara ini, meskipun telah meringkus 
sejumlah tersangka, namun belum mampu menjerat pelakunya. Tapi di sisi yang 
lain, tidak sedikit kasus remeh-temeh yang pelakunya disanksi yang hukuman yang 
tidak masuk akal. 
Apakah ini lantaran aturan yang begitu melimpah sehingga keadilan di 
negeri ini belum nyata mewujud? Saya kembali teringat ungakapan Marcus Tullius 
Cicero (106 SM – 43 SM) yang sangat terkenal,  “The more laws, the less justice, 
semakin banyak hukum atau undang-undang, semakin tidak adil. Ungkapan ini 
seolah menegaskan bahwa aturan-aturan itu sendiri yang melahirkan persoalan, 
melahirkan para pembangkang, laws create criminals, lantaran aturan-aturan itu 
dirumuskan bukan untuk menyejahterakan warga. Tetapi sebaliknya hanya untuk 
kepentingan ‘politik negara.’    
Coba kita amati, betapa dalam setiap perumusan dan penetapan undang-
undang, transaksi politik jauh lebih dominan ketimbang membela kepentingan 
warga. Kemaslahatan warga hanyalah slogan yang tidak terwujud dalam kenyataan. 
Produk hukum lebih banyak diarahkan oleh tarikan kepentingan politik, ketimbang 
idealisme untuk menyejahterakan warga, bonum commune. Hasilnya, bukannya 
merebut keadilan, malah sebaliknya kian menyuburkan ketidakadilan. Padahal 
hukum terparipurna adalah kesejahteraan warga sebagaimana diungkapkan Cicero. 
Salus populi suprema est lex,  kemaslahatan warga adalah hukum paripurna.  
Seharusnya kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW secara taat asas 
menjalankan aturan-aturan hukum kepada siapa pun. Bahkan suatu ketika 
Rasulullah marah ketika ada pelanggar hukum melobi Usamah ibn Zaid untuk 
meringankan sanksinya. Nabi SAW. kemudian bersabda: “Wahai sekalian manusia, 
sesungguhnya yang membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah 
jika ada orang terpandang di antara mereka mencuri mereka membiarkannya; jika 
orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka menetapkan hukuman 
atasnya. Demi Zat yang Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya Fathimah 
binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya.” 
Sabda Nabi tersebut mengingatkan kepada kita betapa hukum dengan segala 
rumusannya harus secara konsisten dijalankan oleh aparat yang integritasnya 
terawat untuk kemudian bisa membangun budaya hukum (legal culture), di mana  
kesadaran hukum (legal awareness) dan kepatuhan hukum (legal obedience) bisa 
berlangsung secara alami, tanpa tekanan, apalagi ancaman. Ini pula yang diusulkan 
Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukumnya bahwa penegakan hukum 
akan maksimal jika sistem hukum yang terdiri dari struktur,  substansi,  dan budaya 
hukum bisa selaras berjalan.  
Pesan tentang kebijaksanaan ala Nabi ini menjadi pesan yang terus ditularkan 
dari generasi ke genarasi. Melalui pesantren dan berbagai institusi pendidikan yang 
ada, misalnya, pendidikan kebijaksanaan ini ditularkan, dihayati, dan dilakoni 
dengan setulus hati. Tentu kita tidak perlu putus harapan. Betapa pun prahara 
pembangakangan terhadap hukum setiap hari kita saksikan di layar televisi, kita 
baca di koran-koran, namun itu hanya sebagian kecil para pembangkang. Masih 
banyak orang-orang baik yang luput dari sorotan media yang bisa menikmati 
kehidupan mereka dengan bercocok tanam, berdagang seadanya, menangkap ikan,  
dan lain sebagainya tanpa terbersit sedikitpun untuk melakukan tindakan koruptif 
dan tindakan melawan hukum lainnya. Ternyata, diam-diam, bagi mereka, 
agamalah yang menjadi tameng hidupnya. Agama tidak cukup hanya mengajarkan 
hidup di sini dan saat ini, tapi juga hidup di sana dan saat nanti. Keyakinan 
semacam ini yang mengikat mereka untuk bertahan menjalani hidupnya dengan 
membangun budaya hukum yang baik. Kekuatan agama jauh melampaui rumusan-
rumusan produk hukum yang prosesnya sarat dengan kepentingan menjunjung 
kepentingan elite dan menjinakkan para jelata.[]   
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